BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

Jin.Zainudin Tembak Nomor 8 Kelurahan Lubang Panjang,
Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto
Email : bawaslukotasawahlunto@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR: 4 /HK.01.01/K.SB/07/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KQTA SAWAHLUNTOQ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang
dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan
Pemilihan secara tertib, maka perlu membentuk
unit pengelola barang dugaan pelanggaran
pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto tentang
PembentukanUnit Pengelola Barang Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Umum dan

Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);
) g
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah beberapa terakhir
dengan Undang-Undang Nomoar 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2018 tentang PenangananTemuan
dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum,;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang
Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota; oQ,l/
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10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan
Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota;

11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;

12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Barang Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;

2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat Nomor s
031/QT.00/K.SB/07/2021 tanggal 7 Juli 2021
perihal Pembentukan Unit Pengelola Barang
Dugaan Pelanggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KESATU :  Membentuk Unit Pengelola Barang Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini. _99{/
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KEDUA +  Tugas Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
Pemilihan Umum dan Pemilihan sebagaimana
dimaksud DIKTUM KESATU melakukan
Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran dengan
Tindakan-tindakan sebagai berikut :

a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja
Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan
Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto;

b. Penanggung Jawab
Bertanggung jawab secara penuh terkait
pengelolaan  barang dugaan  pelanggaran
pemilihan umum dan pemilihan;

C. Unit Pengelola

- Menerima penyerahan Barang Dugaan
Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas
Pemilu;

- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang
diterima ke dalam buku register daftar barang
dugaan pelanggaran;

- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran
berdasarkan sifat dan jenisnya;

- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran
agar tetap terjamin kualitas dan
kuantitasnya,

- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola
Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan
Pemilihan bertanggung jawab melaporkan kepada
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota
Sawahlunto melalui Koordinator Divisi Hukum

Penanganan  Pelanggaran dan  Penyelesaian
Sengketa.

KEEMPAT :  Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Sawahlunto. ..QQL
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KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat
kekeliruan dikemudian hari akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 9 Juli 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
e ““KQTA SAWAHLUNTO

\m! y ‘\.-» KETUA,

.-.-a Ia,f:;

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
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LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR

4 /HK.01.01/K.SB/07/2021

TANGGAL 9 JULI 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO
KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM
UNIT
1. | DWI MURINI, S.Pd. M.Pd Ketua Bawaslu Pembina
Koordinator
2. | FIRA HERICEL, S.Sos Divisi PHAL / | Penanggungjawab
HPPS
Koordinator g

3. | MAGHFIRAWATI ALDILA, SE Sekretariat Kepala Unit

4. | ZUL HENDRI NOV, S.IP.MH Staf Divisi HPPS Anggota

S. | FEBDORI ARMANSYAH, SH | Staf Divisi HPPS Anggota

6. | YEFIN ASBRAM, S.Kom Staf Divisi PHAL Anggota
Staf Divisi SDM

7. | HADI KOEMORO, SH dan Organisasi Anggota
Staf Divisi SDM

8. | DITA RUSTI, A.Md. Keb dan Organisasi Anggota

BADAN-PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
7> ~KOTASAWAHLUNTO
NKETUA,
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